PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara

Jaminan Produk Halal;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang
selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang
dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan
jaminan produk halal.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang
selanjutnya disingkat PK-BLU adalah pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang



(1)

(2)

(1)

(2)

sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2
Asas PK-BLU:
a. efektif;
b. efisien; dan
c. transparan.
PK-BLU bertujuan memudahkan dan meningkatkan

kualitas proses penyelenggaraan jaminan produk halal.

Pasal 3
BPJPH merupakan satuan kerja yang
menyelenggarakan PK-BLU.
Penyelenggaran PK-BLU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Badan

Layanan Umum.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1804

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

Acﬁxad Gunaryo

~ \ANIP. 196208101991031003




